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BAB  I 

GAMBARAN UMUM 

  

A.     KONDISI UMUM 

Pembangunan kesehatan pada periode Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diarahkan untuk 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan 

kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan 

kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan 

upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan 

teknologi, melalui Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat 

dan makanan yang mencakup Penguatan pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan; Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga 

kesehatan; Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi 

dan alat kesehatan; peningkatan efektivitas pengawasan obat dan 

makanan; dan Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan 

pengembangan kesehatan. 

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 

difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis 

termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, 

farmasi dan alat kesehatan); afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas 

belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan 

kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; afirmasi pendayagunaan 

dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di 

fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama 

pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan 

kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga 

kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangan 

tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar 

seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas; penyesuaian 

program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan 

kebutuhan dan standar; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai 
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standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi 

dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Sejalan dengan arah pembangunan kesehatan RPJMN 2020-2024, 

salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah 

meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar yang 

merupakan sasaran strategis dari Badan Pengembangan dan 

pemberdayaan SDM Kesehatan melalui upaya pemenuhan tenaga 

kesehatan di Puskesmas sesuai standar, pemenuhan tenaga dokter 

spesialis di rumah sakit klas C sesuai standar, peningkatan kompetensi 

tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan 

kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit), 

afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK, 

pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan 

standar jumlah nakes (sistem kontrak) dengan pendekatan insentif yang 

memadai, meningkatkan kompetensi tenaga kader kesehatan di UKBM 

(Posyandu, Posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai 

kinerja yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Badan 

PPSDM Kesehatan melakukan berbagai upaya berupa kegiatan yaitu; 

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; Pendidikan SDM 

Kesehatan; Pelatihan SDM Kesehatan; Peningkatan Mutu Sumber Daya 

Manusia Kesehatan; Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan 

Pengawasan Tenaga Kesehatan; Pelaksanaan Internsip Tenaga 

Kesehatan; Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang tertuang dalam 

Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024. 

Berdasarkan RAP Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024, 

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun Rencana Aksi 

Kegiatan Tahun 2020-2024, agar semua unit kerja di lingkungan 

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan secara terencana dan sistematis. Rencana Aksi Kegiatan Pusat  
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Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dan memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 

5 (lima) tahun ke depan sehingga tercapai tujuan, target dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu 

SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 berisikan arah dan kebijakan 

pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan serta indikator 

kinerja  dan  kebutuhan  pembiayaan  setiap  tahunnya  dalam  kurun  

waktu 2020-2024. 

  

B.  POTENSI MASALAH 

 Berdasarkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2018, Pusat 

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi  

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, 

pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan 

kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan serta 

pelaksanaan administrasi pusat. Dengan demikian, kondisi umum 

berdasarkan capaian tahun 2015-2019 dan potensi masalah di tahun 

2020-2024 adalah sebagai berikut: 

Tenaga kesehatan menjadi salah satu sumber daya dibidang 

kesehatan yang sangat strategis. Kurangnya tenaga kesehatan, baik 

jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap 

rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas tenaga kesehatan 

yang belum optimal menjadi isu dalam pengelolaan tenaga kesehatan. 

Tantangan tenaga kesehatan saat ini adalah persebaran penempatan, 

peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan dan 

peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, pengembangan 

sistem insentif tenaga kesehatan, serta meningkatkan sinkronisasi 

antara produksi dan kebutuhan. Isu ini tidak mungkin diatasi oleh 

Kementerian Kesehatan sendiri sehingga perlu dukungan kerjasama 

serta koordinasi dari pemangku kepentingan baik dari tingkat pusat dan 

daerah termasuk masyarakat. 
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Masalah SDM Kesehatan merupakan faktor penghambat terbesar 

dalam mengembangkan akses pelayanan kesehatan terutama di daerah 

sulit (DTPK). Tenaga spesialis merupakan tenaga kesehatan yang 

keberadaannya menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit. 

Keberadaan dan kecukupan tenaga spesialis adalah bagian dari upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan 

spesialistik sehingga akan meningkatkan akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  

Berdasarkan data Sistem Informasi SDM Kesehatan per Desember 

2019 (tabel 1), menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas tanpa dokter  

tahun 2019 sebanyak 1.084 atau 10,7%. Dan masih terdapat 

kekurangan dokter sebanyak 2.287 orang, sementara itu di Puskesmas 

lainnya memiliki dokter berlebih sebanyak 10.243 orang. Hal ini 

menunjukkan maldistribusi dokter di Puskesmas. 

Tabel.1 Kondisi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2019 
 

 

 

NO 

 

 

TENAGA 

KESEHATAN 

 

 

JML PUSK 

TANPA 

TENAGA 

DOKTER 

SESUAI 

STANDAR 

PER JENIS 

TENAGA 

TIDAK SESUAI STANDAR 

> Standar < Standar 

JML PUSK 

JML  

PUSK 

KELEBIH

AN NAKES 

JML 

 PUSK 

KEKURANGAN 

NAKES 

1 Dokter Umum 1.084 3.192 4.889 10.243 2.017 2.287 

2 Dokter Gigi 3.919 4.858 1.322 1.807 3.918 3.918 

3 Perawat 55 638 7.866 72.461 1.594 3.787 

4 Bidan 93 373 8.719 117.346 1.006 2.295 

5 
 

Tenaga 
Kefarmasian 

1.782 3.766 4.554 7.866 1.778 1.778 

6 
 

Tenaga Kesehatan 
Masyarakat 

2.508 3.147 4.446 10.336 2.505 2.505 

7 
 

Tenaga Kesehatan 
Lingkungan 

2.428 4.867 2.806 4.192 2.425 2.425 

8 Tenaga Gizi 1.922 4.362 2.419 3.527 3.317 3.792 

9 
 
 

Ahli Teknologi 
Laboratorium 
Medik 

4.253 4.032 1.813 2.488 4.253 4.253 

TOTAL  230.266  27.040 
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Data Badan PPSDM Kesehatan tersebut, menunjukkan kendati 

secara nasional rasio dokter spesialis sudah memenuhi target rencana 

pengembangan tenaga kesehatan dengan rasio 13,6 per 100.000 

penduduk (target 10,4/100.000), namun bila dibandingkan dengan 

standar ketenagaan minimal di rumah sakit sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah 

Sakit, maka setidaknya masih dibutuhkan 482 spesialis anak, 369 

spesialis kebidanan dan kandungan, 408 spesialis penyakit dalam, 571 

spesialis bedah, 173 spesialis anestesi, 469 spesialis radiologi, 372 

spesialis rehabilitasi medik, dan 388 spesialis patologi klinik di rumah 

sakit Pemerintah (Sumantri, U, 2017, Rakerkesnas 2017, Program 

Pemenuhan Tenaga Kesehatan, data SIRS Online Januari 2017). 

Selain itu, pencapaian target rencana pengembangan tenaga 

kesehatan secara Nasional masih menyisakan disparitas keberadaan 

dokter spesialis di masing-masing provinsi. Provinsi NTT dengan rasio 

2,8 per 100.000 penduduk dibandingkan Provinsi DKI Jakarta dengan 

rasio dokter spesialis 70,6 per 100.000 penduduk (Sumantri, U, 2017, 

Rakerkesnas 2017, Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan, data Konsil 

Kedokteran Indonesia 31 Desember 2016). 

Pemerintah hendaknya menjembatani terpenuhinya kesenjangan 

tersebut. Sebagai langkah awal melakukan identifikasi kebutuhan 

dokter spesialis di wilayah tersebut, faktor-faktor yang dapat 

mempertahankan retensi, perhitungan kesesuaian dan kelayakan 

insentif yang seharusnya diberikan agar dokter spesialis bersedia 

bertugas di daerah-daerah dengan kondisi tertentu, serta mekanisme 

penugasan yang tepat untuk para dokter spesialis. 

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan penerima bantuan 

pendidikan tugas belajar tahun 2019 (Diploma III, Diploma IV/Strata 

Satu, Strata Dua dan Strata Tiga) sebanyak 3.308 orang tersebar di 53 

institusi pendidikan. Capaian kinerja indikator Jumlah SDM Kesehatan 

Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan sebesar 102% dari 15.919 

orang total target Renstra 2015-2019. Capaian kinerja indikator jumlah 

SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan termasuk 
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ketegori sangat baik, namun masih ada permasalahan yang 

menghambat capaian kinerja yaitu target tubel SDM Kesehatan tahun 

2019 lebih banyak pada pendidikan jenjang Strata Satu dan Diploma IV, 

sedangkan pada tahun sebelumnya lebih banyak merekrut semua 

jenjang pendidikan Diploma IV, Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga, 

sehingga jumlah calon peserta yang mendaftar lebih sedikit 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis merupakan 

tenaga kesehatan yang keberadaannya menjadi ujung tombak 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Keberadaan dan kecukupan 

tenaga spesialis adalah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik sehingga akan 

meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas. Data Badan PPSDM Kesehatan 

menunjukkan secara Nasional rasio dokter spesialis sudah memenuhi 

target rencana pengembangan tenaga kesehatan dengan rasio 13,6 per 

100.000 penduduk (target 10,4/100.000), namun belum memenuhi 

standar ketenagaan spesialistik minimal di rumah sakit. Untuk 

memenuhi standar tersebut membutuhkan 482 spesialis anak, 369 

spesialis kebidanan dan kandungan, 408 spesialis penyakit dalam, 571 

spesialis bedah, 173 spesialis anestesi, 469 spesialis radiologi, 372 

spesialis rehabilitasi medik, dan 388 spesialis patologi klinik di rumah 

sakit Pemerintah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi Rumah Sakit). Selain itu, pencapaian target rencana 

pengembangan tenaga kesehatan secara Nasional masih menyisakan 

disparitas keberadaan dokter spesialis di masing-masing provinsi. 

Provinsi NTT dengan rasio 2,8 per 100.000 penduduk dibandingkan 

Provinsi DKI Jakarta dengan rasio dokter spesialis 70,6 per 100.000 

penduduk. Pemerintah hendaknya menjembatani terpenuhinya 

kesenjangan tersebut. Sebagai langkah awal melakukan identifikasi 

kebutuhan dokter spesialis di wilayah tersebut, faktor-faktor yang dapat 

mempertahankan retensi, perhitungan kesesuaian dan kelayakan 

insentif yang seharusnya diberikan agar dokter spesialis bersedia 
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bertugas di daerah-daerah dengan kondisi tertentu, serta mekanisme 

penugasan yang tepat untuk para dokter spesialis. 

Sejak tahun 2008 sampai 2019, Kementerian Kesehatan telah 

memberikan bantuan pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi 

spesialis kepada 7.865 peserta, dan sampai tahun 2019 peserta yang 

telah lulus sebanyak 4.919 peserta. Berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi tahun 2019 dari 4.919 peserta yang telah lulus, 16,66% (819 

peserta) belum melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan 

ketentuan peraturan Menteri. Sedangkan yang mengundurkan diri 

sebagai peserta PPDS/PDGS sebanyak 82 orang dengan berbagai alasan. 

Capaian indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi 

kesehatan baru mencapai 87,22% atau sebanyak 15.440 orang dari 

17.602 orang total target Renstra 2015-2019. Permasalahan yang sering 

terjadi dalam mencapai indikator ini adalah masih rendahnya jumlah 

peserta bantuan PPDS/PDGS yang berasal dari daerah terpencil, 

perbatasan dan kepulauan (DTPK), disebabkan oleh rendahnya tingkat 

kelulusan seleksi akademik dari calon peserta PPDS/PDGS, Rendahnya 

kepatuhan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter 

gigi spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan untuk melaksanakan 

masa pengabdian di Rumah Sakit Pengusul, terutama peserta non PNS. 

Belum optimalnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam menyediakan 

sarana, prasarana spesialistik dan insentif bagi dokter spesialis, 

terutama di wilayah Indonesia Timur. 

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina jabatan  

fungsional kesehatan berperan sebagai pengelola jabatan fungsional 

kesehatan untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan 

profesionalitas jabatan. Saat ini pejabat fungsional kesehatan terdiri dari 

30 jenis yang tersebar di berbagai rumah jabatan di seluruh Indonesia 

baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di 28 Kementerian 

dan Lembaga. Adapun rumah jabatan yang dimaksud adalah 

Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan,    Balai     Teknik    Kesehatan    Lingkungan   Pengendalian  
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Penyakit Menular, Balai Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya. 

Kondisi yang dirasakan saat ini regulasi yang mengatur tentang 

penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Kesehatan baik itu yang 

ditetapkan melalui Permenpan dan Permenkes dirasakan sudah tidak 

relevan lagi, dalam arti tahun terbit beberapa regulasi Jabatan 

Fungsional Kesehatan sudah terlalu lama dan belum menyesuaikan 

dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Sehingga dirasakan perlu dilaksanakan harmonisasi dan 

sinkronisasi terhadap berbagai regulasi tersebut dengan melakukan 

revisi kebijakan terkait jabatan fungsional kesehatan. Dalam Undang 

Undang Nomor 5 tahun 2014  tentang ASN bahwa pengangkatan, 

pengembangan karir dan promosi jabatan fungsional kesehatan 

ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 

kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 

kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pejabat 

fungsional. Kondisi yang ada sekarang ini masih terjadi ketidaksesuaian 

antara kompetensi yang di persyaratkan oleh jabatan dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh pejabat fungsional sehingga perlu 

dilakukan uji kompetensi. 

  

C.  LINGKUNGAN STRATEGIS 

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan 

berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional untuk 

mendukung program pembangunan dan pelayanan kesehatan, perlu 

memperhatikan kondisi lingkungan, baik lingkungan strategi nasional, 

lingkungan strategi regional maupun lingkungan strategi global. 

1.  Lingkungan Strategis Nasional. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik 

dalam jumlah, jenis, dan kompetensinya (pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Lebih lanjut pasal 27 

ayat 3 menyebutkan, dalam hal terjadi kekosongan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan pengganti. 



9 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 

Dalam upaya memenuhi amanat tersebut, terdapat beberapa 

mekanisme pemenuhan tenaga kesehatan yang telah ditetapkan melalui 

berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 6 menyebutkan bahwa pegawai ASN 

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan tenaga kesehatan melalui PNS, 

PPPK, dan Penugasan Khusus. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 

juga membuka peluang wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang 

memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi (pasal 28 ayat 1). 

Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan 

dinas (Pasal 29 ayat 1). 

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran yang berbunyi “Beasiswa yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk 

ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pengembangan kompetensi PNS dapat 

dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan/atau pelatihan. Pendidikan 

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui 

pendidikan formal. Pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian 

tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi 

jabatan dan pengembangan karier. 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon 

tenaga kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan 

kesehatan, yang dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan 

pertimbangan prestasi akademik, non akademik dan keterwakilan 

wilayah. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan 

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di 

seluruh wilayah Indonesia diperlukan pengadaan dokter spesialis-

subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang dilakukan 
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melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan 

dokter gigi spesialis-subspesialis. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

program bantuan biaya fellowship bagi dokter spesialis menyebutkan 

bahwa jumlah dokter subspesialis yang memberikan pelayanan 

subspesialistik belum terpenuhi sehingga diperlukan dokter spesialis 

dengan sebagian kewenangan subspesialistik untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas A dan B milik pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah melalui fellowship. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

bantuan biaya pendidikan program dokter layanan primer menyebutkan 

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat primer perlu ketersediaan dokter yang akan 

memberikan pelayanan kesehatan primer dengan kualitas keilmuan 

kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan 

ilmu kesehatan masyarakat melalui pendidikan dokter layanan primer. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 tahun 2016 tentang 

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non 

Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa 

dalam pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dilaksanakan oleh 

Unit yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional adalah unit 

kerja yang melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional. 

2.  Lingkungan Strategis Regional. 

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) memungkinkan satu negara menjual barang dan 

jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara 

sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean 

tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga 

pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan 

lainnya Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang 

tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di 
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Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya. Kementerian 

Kesehatan mengantisipasi derasnya arus tenaga kerja asing (TKA) yang 

masuk ke Indonesia saat diberlakukannya MEA 2015 dengan menyusun 

regulasi domestik sehingga MEA tidak membebaskan pergerakan tenaga 

kesehatan profesional tetapi memfasilitasi pertukaran informasi, 

mempromosikan pengadopsian best pratices, serta menyediakan 

kesempatan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

3.  Lingkungan Strategis Global 

Isu tentang permasalahan kesehatan merupakan dua dari 17 

tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) 

atau SDGs, yang merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan 

Pembangunan Milenium atau MDGs yang telah berakhir pada tahun 

2015. Dua dari 17 tujuan SDG menyangkut kesehatan tersebut terdiri 

dari  menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia; menjamin ketersediaan dan manajemen 

air dan sanitasi bagi semua orang secara berkelanjutan (Sustainable 

Development, 2016). Peran tenaga kesehatan masyarakat di era 

pencapaian SDGs sangat berpengaruh dimana mereka bekerja. Terdapat 

empat sektor yang bisa menjadi wahana implementasi aksi untuk SDGs. 

Pertama sebagai pemerintah. Pemerintah layaknya bisa menyiapkan 

indikator dan regulasi yang mendorong ketercapaian SDGs. Kedua 

sebagai akademisi, melakukan penelitian dan kajian yang spesifik 

berfokus pada intervensi yang efektif menyelesaikan permasalahan 

kesehatan. Ketiga sebagai pengusaha, keterlibatan dunia usaha dalam 

pencapaian SDGs sangat penting karena dari semua target yang ada 

apabila dibiayai APBN hanya bisa menyelesaikan 25% target. Sedangkan 

masih ada 2/3 target yang membutuhkan kontribusi dunia usaha. Dan 

yang ke empat sebagai masyarakat sipil dan media dimana peran ini 

sangat penting untuk mengakuntabilitasi pembangunan. 
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D.  PENGERTIAN 

Dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan Tahun 2020-2024 ini terdapat beberapa pengertian yang 

dipergunakan, yaitu: 

 

·   SDM Kesehatan 

SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga 

kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga 

pendukung/penunjang yang terlibat dan bekerja serta 

mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen 

kesehatan. 

· Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan  untuk melakukan upaya 

kesehatan. 

· Pengembangan Karir  

Upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir 

pegawainya yang disebut sebagai manajemen karir antara lain; 

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi karir. 

· Tata Kelola Sertifikasi 

Pemberian bukti atas kompetensi seseorang berupa sertifikat 

kompetensi yang diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). 

· Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan 

Lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi tenaga 

kesehatan yang memperoleh lisensi dari BNSP. Lisensi diberikan 

melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP 

Tenaga Kesehatan bersangkutan telah memenuhi syarat untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi profesi tenaga kesehatan. 

· Pendidikan Berkelanjutan 
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Pendidikan berkelanjutan menurut The Accredating Comission of 

the Continuing Education didefinisikan sebagai pengembangan 

lebih lanjut dari kemampuan manusia setelah bekerja atau 

melakukan kegiatan sukarela. Pendidikan berkelanjutan 

mencakup pelatihan, pengembangan pendidikan dan 

pembaharuan pengetahuan, bisa melalui pendidikan atau 

pelatihan kerja yang dapat meningkatkan karir dan 

mengembangkan kepribadian. Pendidikan berkelanjutan 

mencakup studi yang dibutuhkan untuk kemajuan pengetahuan 

manusia. Pendidikan berkelanjutan menitikberatkan pada 

pengembangan pribadi dan profesional, mencakup pelatihan 

kepemimpinan dan peningkatan kemampuan untuk mengelola 

diri sendiri, keuangan, materi dan Sumber Daya Manusia. 

Sebagian besar materinya berupa pelatihan keprofesian, teknis, 

dan kepemimpinan. 

· Tugas Belajar 

Tugas Belajar adalah penugasan secara resmi oleh Kementerian 

Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang 

dinilai memiliki potensi dan kontribusi besar dalam pembangunan 

Kesehatan, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Pinjaman/Hibah Luar Negeri ataupun dari 

lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri. 

● Program bantuaProgram Bantuan PDS-Subspesialis dan PDGS-

Subspesialis adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh 

Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter 

spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. 

● Fellowship adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi 

tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan 

kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis 

terkait. 

● Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing 

Professional Development) yang selanjutnya disingkat P2KB adalah 

upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan 



14 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 

mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), 

serta sikap (attitude) tenaga kesehatan agar senantiasa dapat 

menjalankan profesinya dengan baik. 

● Dokter Layanan Primer (DLP) adalah dokter yang mendapatkan 

pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu 

kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran 

komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat serta mampu 

memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat 

primer yang berkualitas. 

● Jabatan fungsional 

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

● Jabatan  Fungsional Aparatur Sipil Negara 

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok 

jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu. 

● Jabatan Fungsional Tertentu 

Jabatan fungsional tertentu/khusus adalah yang pengangkatan 

dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan 

angka kredit. 

● Jabatan Fungsional Umum 

Jabatan fungsional umum adalah yang kenaikan pangkatnya 

tidak disyaratkan dengan angka kredit. 

● Angka Kredit 

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatanyang harus dicapai oleh 

pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang 

bersangkutan. Penetapan angka kredit jabatan fungsional 

dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 
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● Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 

Proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, 

untuk mengukur tingkat kompetensi jabatan fungsional dalam 

rangka memenuhi syarat pengangkatan dari jabatan lain, alih 

kategori  dari kategori keterampilan ke keahlian dan promosi 

termasuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. 

 

E.  MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

Tahun 2020-2024 merupakan rencana kegiatan pengembangan jabatan 

fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi 

SDM Kesehatan, serta pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan 

berkelanjutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 

2024, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi 

seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam 

perencanaan kegiatan di bidang pengembangan jabatan fungsional 

kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi SDM 

Kesehatan, pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan 

dan pelaksanaan administrasi Pusat. 

Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan 

Mutu SDM Kesehatan ini, diharapkan seluruh kegiatan pengembangan 

jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola 

sertifikasi SDM Kesehatan, serta pengembangan kualifikasi SDM 

Kesehatan berkelanjutan yang dilakukan oleh semua unit kerja di 

lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan semua 

pemangku kepentingan dalam perencanaan kegiatan di bidang 

pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan 

tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan, dan pengembangan kualifikasi 

SDM Kesehatan berkelanjutan dapat berkembang secara dinamis dan 

bersinergi, serta saling melengkapi dan saling mendukung. 
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 F.  LANDASAN HUKUM 

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program 

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, khususnya 

yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi standardisasi dan profesi 

tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan 

jabatan fungsional dengan landasan hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4700); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomr 17 tahun 2020 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Tenaga Kesehatan; 
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10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang 

Registrasi Tenaga Kesehatan; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

945);  

14. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang 

Program  Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-sub spesialis dan 

Dokter Gigi Spesialis-subspesialis; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program 

Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis; 

17. Peraturan  Menteri   Kesehatan  Nomor  21  Tahun 2020  tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 -

2025; 

 

 

 

 

 



18 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 

G.   SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

Tahun 2020-2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut: 
  

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB  I      :  GAMBARAN UMUM 

A.  Kondisi Umum 

B.  Potensi Masalah 

C.  Lingkungan Strategis 

D.  Pengertian 

E.  Maksud dan Kegunaan 

F.  Landasan Hukum 

G.  Tata Urut  

        BAB II      : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

A.   Visi dan Misi 

B.   Tujuan Strategis 

C.  Sasaran Strategis 

D.  Sasaran Kegiatan 
  

        BAB III     :  TARGET KINERJA KEGIATAN, KERANGKA PENDANAAN, 

KERANGKA REGUKASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

A.   Target Kinerja Kegiatan 

B.   Kerangka Pendanaan 

C.   Kerangka Regulasi 

D.  Kerangka Kelembagaan  

BAB IV     : PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN 

BAB V      : PENUTUP 

  

LAMPIRAN – 1:  MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA 

 AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM 

 KESEHATAN TAHUN 2020-2024 
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LAMPIRAN –2:   MATRIKS  TARGET   INDIKATOR  KINERJA   RENCANA    

       AKSI KEGIATAN PER OUTPUT KEGIATAN PUSAT        

PENINGKATAN  MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 

2020-2024 

  

  LAMPIRAN–3: MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA  AKSI                                                

KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM                                               

KESEHATAN TAHUN 2020-2024 
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BAB II   

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

      

A.  VISI DAN MISI  

Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tidak 

memerlukan visi dan misi spesifik teknis kelembagaan, melainkan 

mengikuti visi dan misi Presiden tahun 2020-2024. Adapun visinya yaitu 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi 

tersebut terdapat 9 (sembilan) misi pembangunan Nasional, meliputi: 

1.  Peningkatan kualitas manusia Indonesia.  

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya 

saing. 

3.  Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

4.  Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5.  Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya. 

7.  Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga. 

8.  Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 

9.  Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

 

B.  TUJUAN STRATEGIS 

Dalam rangka mewujudkan misi Presiden dalam Bidang Kesehatan 

Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan 

strategis sebagai berikut : 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus 

hidup 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 
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4. Peningkatan sumber daya kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif 

 

Dari kelima tujuan strategis diatas, Badan PPSDM Kesehatan 

mendukung tujuan strategis Kementerian Kesehatan yang ke-4, yaitu 

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. 

 

C.  SASARAN STRATEGIS 

Untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Kesehatan, ditetapkan 8 

(delapan) sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan 

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat 

kesehatan 

5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar 

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan 

7. Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi 

kesehatan untuk pengambilan keputusan 

 

Badan PPSDM Kesehatan mendukung sasaran strategis Kementerian 

Kesehatan yang ke-5, yaitu meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan 

dan kompetensi sesuai standar yang dijabarkan dalam dalam Sasaran 

strategis Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 % 

2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai 

standar sebesar 83% 
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3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar 

dan spesialis lainnya sebesar 90% 

4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 

sebanyak 167.742 orang. 

 

Sasaran Strategis Badan PPSDM Kesehatan yang didukung oleh Pusat 

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah Sasaran Strategis kedua, 

ketiga dan keempat, yang selanjutnya dituangkan dalam sasaran 

strategis pada Rencana Aksi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

Tahun 2020-2024, yaitu : 

1. Jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang 

ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan 

dokter spesialis-sub spesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis 

sebanyak 8.880 orang. 

 2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui 

program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 15.893 orang. 

3. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 

82.550 orang. 

 D.   SASARAN KEGIATAN 

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pusat Peningkatan 

Mutu SDM Kesehatan melakukan berbagai upaya berupa kegiatan yang 

akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang terdiri 4 

(empat) kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan. 

2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi. 

3. Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan 

4. Dukungan Manajemen Satuan Kerja.  

Kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan yang akan dilaksanakan 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun dicapai melalui sasaran kegiatan 

yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang/Sub Bagian di 

Lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai berikut: 
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1. Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan. 

Kegiatan pengembangan jabatan fungsional kesehatan bertujuan 

meningkatkan profesionalisme, pengembangan karir SDM Kesehatan 

sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta untuk peningkatan kinerja 

organisasi. Adapun sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a. Tersusunnya revisi regulasi/revisi regulasi terkait jabatan 

fungsional sebanyak 35 dokumen. 

b. Terlaksanannya manajemen dan integrasi data sebanyak 5 

dokumen.  

c. Terlaksananya pengelolaan aplikasi jabatan fungsional kesehatan 5 

dokumen. 

d. Tersusunnya manajemen pengelolaan jabatan fungsional 

kesehatan 5 dokumen.  

e. Terlaksananya pengelolaan E-Jabfung Kesehatan sebanyak 5 

dokumen.  

f. Terlaksananya koordinasi pengelolaan jabatan fungsional 

kesehatan sebanyak 5 dokumen.  

g. Terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional sebanyak 

80.000 orang pejabat fungsional kesehatan. 

h. Terselenggaranya pendampingan pengelolaan jabatan fungsional 

kesehatan pada lembaga yang menjadi sasaran dalam pemantauan 

dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan sebanyak 200 Lembaga 

i. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan 

jungsional kesehatan sebanyak 5 dokumen.  

 

2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi. 

Kegiatan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi bertujuan 

meningkatkan mutu dan karir SDM Kesehatan non ASN sesuai 

dengan kompetensi melalui sertifikasi profesi sebagai bukti 

pengakuan kompetensi secara tertelusur dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Adapun sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut: 
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a. Tersusunnya Rancangan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir 

Tenaga Kesehatan sebanyak 46 Rancangan Kebijakan 

b. Tersusunnya Rancangan Kebijakan teknis TataKelola Sertifikasi 

Bagi SDM Kesehatan sebanyak 2 Rancangan Kebijakan 

c. Tersusunnya   NSPK Tata Kelola Sertifikasi bagi SDM Kesehatan 

sebanyak 41 NSPK 

f. Terselenggaranya Pengelolaan Pengembangan karir SDM Kesehatan 

pada lembaga (FASYANKES/DUDI) sebanyak 40 Lembaga 

g. Terlaksananya  sertifikasi  kompetensi SDM Kesehatan  sebanyak 

2.550 orang 

j. Terselenggaranya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 

sebanyak 1 Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 

4. Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan 

Kegiatan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan 

bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan 

serta sikap dan kepribadian profesional SDM Kesehatan sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan kualifikasi SDM 

Kesehatan berkelanjutan. 

Adapun sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a. Terselenggaranya program tugas belajar SDM Kesehatan  sebanyak 

8.966 orang. 

b. Terselenggaranya program tugas belajar SDM Kemenkes sebanyak 

5.547 Orang 

c. Terselenggaranya program afirmasi bantuan biaya pendidikan 

dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan sebanyak 

202 orang 

d. Terselenggaranya program bantuan  pendidikan  dokter  spesialis-

subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis  sebanyak 

12.355 orang. 

e. Terselenggaranya program bantuan  pendidikan  dokter  spesialis-

subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis   Provinsi  Papua  

dan  Papua Barat sebanyak  354 orang. 
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f. Terselenggaranya  program bantuan biaya Fellowship sebanyak 411 

orang. 

g. Terselenggaranya program bantuan pendidikan Dokter Layanan 

Primer (DLP) sebanyak  80 orang. 

h. Terelenggaranya program bantuan partial funding pendidikan 

doker spesialis dan dokter gigi spesialis sebanyak 434 orang 

i. Terselenggaranya Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan  (Continuing Professional Development)  bagi dokter 

dan dokter gigi di DTPK sebanyak 5 dokumen. 

j. Terlaksananya kegiatan manajemen pengembangan kualifikasi 

SDM Kesehatan berkelanjutan sebanyak 5 dokumen. 

k. Tersusunnya Rancangan Kebijakan bidang Kesehatan terkait 

pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan sebanyak 

5 Reomendasi Kebijakan 

l. Terlaksananya pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  

pengembangan kualifikasi SDMK Berkelanjutan sebanyak 5 

dokumen. 

m. Terlaksananya    kegiatan    pembekalan/pemantapan   bagi calon 

peserta program bantuan  pendidikan  dokter  spesialis-

subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis  Provinsi  Papua  

dan  Papua Barat sebanyak 5 dokumen. 

5. Dukungan Manajemen Satuan Kerja.  

Kegiatan dukungan manajemen satuan kerja bertujuan meningkatnya 

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

manajemen Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dengan 

sasaran kegiatannya sebagai berikut: 

a. Tersusunnya  kebijakan perencanaan,   program  dan  laporan 

evaluasi  sebanyak  15 dokumen. 

b. Terlaksananya  pengelolaan   keuangan   dan  Barang Mulik Negara 

(BMN)  sebanyak 10 dokumen. 

c. Terlaksananya pengelolaan   kepegawaian   dan   ketatausahaan   

sebanyak 10 dokumen. 
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 BAB III 

TARGET KINERJA KEGIATAN, KERANGKA PENDANAAN, KERANGKA 

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

  

A. TARGET KINERJA KEGIATAN 

Kegiatan pada program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki 

indikator dan target kinerja kegiatan. Target kinerja kegiatan merupakan 

penilaian dari pencapaian  kegiatan  yang diukur atau dipantau secara 

berkala dan dievaluasi pada setiap tahunnya. Penilaian tahunan dilakukan 

dalam rangka penilaian kinerja satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Pusat Peningkatan 

Mutu SDM Kesehatan. Indikator dan target kinerja dari masing-masing 

kegiatan dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada 

tahun 2024, terdiri dari: 

1. Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan.    

Sasaran kegiatan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan 

berkelanjutan adalah terselenggaranya pengembangan kualifikasi 

SDM Kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan pendidikan 

dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Indikator pencapaian sasaran 

kegiatan  adalah: 

a. Jumlah peserta lanjutan dan baru program tugas belajar SDM 

Kesehatan  sebanyak 8.966  orang. 

b. Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan penerima Bantuan 

Biaya Pendidikan berkelanjutan sebanyak 5.547 orang  

c. Jumlah peserta lanjutan dan baru program bantuan pendidikan  

dokter  spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis  

sebanyak 12.355 orang. 

d. Jumlah peserta lanjutan dan baru program bantuan pendidikan  

dokter  spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis   

Provinsi  Papua  dan  Papua Barat sebanyak  354 orang. 

e. Jumlah peserta program bantuan biaya Fellowship sebanyak 411 

orang. 
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f. Jumlah peserta program bantuan pendidikan Dokter Layanan 

Primer (DLP) sebanyak  80 orang. 

g. Jumlah Peserta lanjutan dan baru penerima Program Afirmasi 

Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah 

Bermasalah Kesehatan 202 orang 

h. Jumlah Peserta lanjutan dan baru Penerima Program Bantuan 

penerima Program Bantan Partial Funding Pendidikan Dkter 

Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebanyak 434 orang 

i. Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya 

Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah 

Kesehatan sebanyak 2 Rekomendasi Kebijakan 

j. Jumlah dokumen Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (Continuing Professional  Development)  bagi dokter 

dan dokter giggi di DTPK sebanyak 5 dokumen. 

j.  Jumlah dokumen pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  

program  pengembangan kualifikasi SDMK berkelanjutan  sebanyak 

5 dokumen. 

k. Jumlah dokumen  kegiatan  pembekalan/pemantapan  bagi calon 

peserta program bantuan  pendidikan  dokter  spesialis-

subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis  Provinsi  Papua  

dan  Papua Barat sebanyak 4 dokumen. 

2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi. 

Sasaran kegiatan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi 

adalah terselenggaranya pengembangan karir tenaga kesehatan 

melalui jenjang karir di instansi pelayanan kesehatan, fasilitas 

pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan 

melalui sistem sertifikasi profesi sebagai bukti pengakuan kompetensi 

secara tertelusur sesuai peraturan yang berlaku. 

a. Jumlah  SDM  Kesehatan  yang  tersertifikasi  kompetensi  sebanyak 

2.550 orang.  

b. Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis (skema/pedoman/ 

juklak/juknis) pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi 

sebanyak  8 dokumen. 
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c. Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Kebijakan Bidang 

Kesehatan Pengembangan Karir yang disusun/direvisi sebanyak 40 

Rekomendasi Kebijakan 

d. Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi 

sebanyak 41 NSPK 

e. Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan 

Pengembangan Karir SDM Kesehatan sebanyak 40 Lembaga 

f. Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan 

Pembinaan Wilayah sebanyak 1 daerah 

3. Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan. 

Sasaran kegiatan pengembangan jabatan fungsional kesehatan 

adalah terselenggaranya pengembangan profesionalisme dan 

pembinaan karier bagi pegawai negeri sipil yang akan menduduki 

jabatan fungsional kesehatan. 

a. Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang tersertifikasi 

kompetensi  sebanyak 80.000 orang. 

b. Jumlah  dokumen  regulasi/revisi  regulasi  jabatan  fungsional 

kesehatan  sebanyak 35 dokumen. 

c. Jumlah Lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan 

jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam 

pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional kesehatan 200 

Lembaga.  

4. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja. 

Sasaran kegiatan layanan dukungan manajemen satuan kerja adalah 

terselenggaranya koordinasi penyusunan rencana, program dan 

anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi 

dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan dan tata 

persuratan serta kerumah tanggaan satuan kerja. 

a. Jumlah   dokumen   perencanaan   program   dan   anggaran   

tahunan sebanyak 5 dokumen. 

b. Jumlah  dokumen laporan  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan 

program peningkatan mutu SDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen. 
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c. Jumlah dokumen pengelolaan  keuangan  dan  perbendaharaan  

sebanyak 5 dokumen. 

d. Jumlah dokumen pengelolaan  kepegawaian  sebanyak 5 dokumen. 

e. Jumlah   dokumen   pengelolaan   Barang   Milik   Negara  (BMN)  

sebanyak 5 dokumen. 

f. Jumlah dokumen pelayanan  umum, pelayanan  rumah  tangga  dan  

perlengkapan sebanyak 5 dokumen. 

g. Jumlah  pengadaan  sarana  dan  prasarana  internal  sebanyak  5 

pengadaan. 

h. Jumlah dokumen  layanan operasional  perkantoran sebanyak  5 

dokumen. 

 

B.  Kerangka Pendanaan    

Kerangka pendanaan program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Dalam 

penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dibutuhkan 

pembiayaan yang dijamin kecukupan dalam penyediaannya, tepat dalam 

pengalokasiannya serta efektif dan efisien dalam pembelanjaannya. 

Pembiayaan ini harus tersedia secara berkesinambungan sesuai dengan 

pentahapannya selama periode Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan 

Mutu SDM Kesehatan tahun 2020-2024. Sumber pembiayaan berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang 

merupakan suplemen terhadap APBN yang dapat disediakan. 

Perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan 

Peningkatan SDM kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 
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Tabel 3.1 
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Peneningkatan Mutu SDM Kesehatan 

Tahun 2020 - 2024 (dalam jutaan rupiah) 
 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output 

Alokasi 2020-2024 (Jutaan Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter 
Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui 
Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-
Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis 

114.074,15 137.783,16 155.039,39 180.076,64 204.855,91 

Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi 
Spesialis (PPDGS) Reguler 

111.684,65 131.980,27 148.159,58 172.852,84 197.546,11 

Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi 
Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat 

2.389,50 5.802,89 6.879,81 7.223,80 7.309,80 

Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan 
Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM 
Kesehatan 

93.300,74 58.402,75 74.965,06 70.793,42 63.987,92 

Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang 
Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas 
Belajar SDM Kesehatan 

  47.137,75 61.859,70 56.137,50 58.928,65 

Jumlah Dokter penerima afirmasi bantuan biaya 
pendidikan pada DTPK dan Daerah Bermasalah 
Kesehatan 

  951,21 1.942,05 3.707,55 5.178,80 

Jumlah dokter/dokter Gigi Penerima Program Bantuan 
Partial Funding PDS dan PDGS 

  5.765,40 7.487,80 7.999,80 8.639,80 

Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi 1551,67 4629,01 5436,59 8679,15 9803,40 

SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi 1551,67 2071,29 2822,17 5934,00 6921,00 

Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi 
Kompetensi 

  2557,72 2614,42 2745,15 2882,40 

Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan 300,18 6879,52 4247,80 4247,80 4247,80 

Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)     1.242,00 1.242,00 1.242,00 

Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi 3.393,81         

Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata 
Kelola Sertifikasi 

2.654,42         

Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan 
Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan 

  3484,54 3689,60 3500,86 3850,95 

Jumlah Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional 
Kesehatan yang disusun/direvisi 

  1689,74 1704,74 1789,97 1879,47 

Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan 
Biaya Pesera Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah 
Bermasalah Kesehatan 

  669,05       

Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang 
disusun/direvisi 

  836,00 1.147,00 1.257,00 1.382,00 

Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang 
menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan 

  843,04 843,04 927,34 1.020,08 

Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam 
pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta 
menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi 
jabatan fungsional kesehatan 

    2.731,33 2.867,90 3.011,29 

Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan 
mendapatkan Pembinaan Wilayah 

- 785,21 800,00 850,00 900,00 

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 95 336,00 543,60 543,60 543,60 

Layanan Dukungan Manajemen satker 1.813,82 2.411,37 2461,97 2585,07 2714,32 

Layanan Perkantoran 1.890,61 1.914,56 2.012,90 2113,54 2219,22 

 TOTAL 217.405 273.849 326.913 348.077 373.163 
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C. Kerangka Regulasi  

Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan 

global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk 

mendukung, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan program 

peningkatan mutu SDM Kesehatan yang bertujuan untuk:  

1. Penyediaan  regulasi   dari  turunan  Undang-Undang   yang  

terkait  dengan peningkatan mutu SDM Kesehatan. 

2. Pengembangan jabatan fungsional kesehatan. 

     3. Pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi. 

     4. Pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan. 

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan 

peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan 

menteri dan surat edaran menteri, termasuk Keputusan serta  Surat Edaran  

Kepala Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka menciptakan sinkronisasi, 

harmonisasi dan integrasi penyelenggaraan program peningkatan mutu 

SDM Kesehatan. Usulan terhadap regulasi baru harus memenuhi kriteria 

yang mencakup antara lain: memenuhi aspek legalitas (tidak menimbulkan 

konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat, 

tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda), dan dapat 

dilaksanakan), berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar 

masyarakat, mempercepat pemberantasan korupsi, memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat umum, mendukung pencapaian sasaran dan target 

pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak membebani 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat 

dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan 

perizinan yang tidak perlu, dan mudah diawasi pelaksanaannya). 

 

D.    KERANGKA KELEMBAGAAN  

Dukungan pendanaan dan penguatan regulasi yang mendukung 

pelaksanaan program peningkatan mutu SDM Kesehatan harus ditopang 

dengan kerangka kelembagaan beserta pergerakannnya yang tidak tumpang 
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tindih dalam hal tugas pokok, fungsi,  kewenangan dan koordinasi antar 

satu organisasi dengan organisasi yang lainnya dalam rangka reformasi 

birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien). Pembagian tugas 

pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas akan mendorong pergerakkan 

antar unit organisasi dalam proses pelaksanaan program peningkatan mutu 

SDM Kesehatan. Kerangka kelembagaan dalam upaya mendukung 

pelaksanaan program peningkatan mutu SDM Kesehatan terdiri dari: 

1. Sinkronisasi     nomenklatur     kelembagaan     dengan    program 

Kementerian Kesehatan. 

2. Penguatan   kebijakan   kesehatan  untuk  mendukung  NSPK  dan 

kegiatan program peningkatan mutu SDM Kesehatan. 

3. Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan   dan   

evaluasi program dan kegiatan program peningkatan mutu SDM 

Kesehatan. 

4. Penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 

5. Penguatan    program   dan   kegiatan   prioritas  peningkatan 

mutu SDM Kesehatan. 
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BAB IV 

PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN 

Pemantauan, penilaian dan pelaporan adalah 3 (tiga) komponen dari 

pengawasan yang merupakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan 

suatu rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan 

Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024, bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh pelaksanaannnya sesuai rencana, ketentuan perundang–

undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

A.  PEMANTAUAN 

  

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan 

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 

2020-2024 secara umum mempunyai tujuan, untuk: 

1. Memastikan  bahwa  kemajuan  pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tidak menyimpang dari 

jadwal yang telah ditentukan. 
 

2. Mensinkronkan keseluruhan proses kegiatan agar tidak menyimpang 

dari rencana yang telah ditetapkan dengan melakukan perbaikan-

perbaikan,  untuk  mencegah  kemungkinan   adanya   ketidaksesuaian 

yang berpotensi mengurangi atau menimbulkan kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran. 
  

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak 

langsung melalui analisis atas laporan pelaksanaan kegiatan 

pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata 

kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi pendidikan SDM 

Kesehatan berkelanjutan. 

  

B.  PENILAIAN 

  
Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan Tahun 2029-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan 

kegiatan pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir 



34 | Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 

dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi pendidikan SDM 

Kesehatan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama 

kurun waktu 2020-2024. 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan Tahun 2020-2024 dilakukan sebagai berikut: 

1.  Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat 

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang dituangkan dalam 

Laporan Kinerja. 

2.  Penilaian tengah periode (midterm evaluation) yang dilakukan pada 

tahun  2022. 

3. Penilaian akhir (endterm evaluation) yang dilakukan pada akhir 

tahun 2024 atau awal tahun 2025. 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai capaian indikator 

kegiatan atau target yang telah ditetapkan 

C.  PELAPORAN 

Pelaporan merupakan bagian penting dari pemantauan penilaian  

dan evaluasi sebuah Rencana Aksi Kegiatan yang memuat hasil kemajuan 

pelaksanaan kegiatan selama periode tahunan, pertengahan periode dan 

akhir periode Rencana Aksi Kegiatan. 

Para pelaku program khususnya Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian 

mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan secara akurat dan 

tepat waktu kepada Pimpinan. Jika Kepala Bidang/Kasub Bagian tidak 

melaporkan secara akurat dan tepat waktu maka akan berdampak negatif 

kepada evaluasi kinerja satuan kerja. 

Dalam pembuatan pelaporan, indikator capaian kinerja dan 

indikator proses digunakan sebagai indikator untuk memantau kemajuan 

dan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan. Selanjutnya 

pelaporan dilaksanakan dalam bentuk laporanan bulanan sampai dengan 

laporan tahunan. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 

tahun 2020-2024  ini  harus menjadi pedoman bagi semua unit kerja di 

lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, sehingga 

pengalokasian sumber daya (pendanaan, regulasi, dan aktivitas) akan 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Rencana kegiatan dalam dokumen ini hanya dapat dilaksanakan dan 

mencapai tujuannya bila dilaksanakan dengan semangat, intergitas, 

dedikasi, ketekunan, kerjasama, dan kerja keras  segenap aparatur di 

lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. 

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ini 

akan ditinjau dan dapat disesuaikan serta disempurnakan sesuai 

keperluannya dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi 

kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan ini, serta perubahan dan 

dinamika kebijakan pembangunan kesehatan di tingkat Badan PPSDM 

Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. 

Semoga kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam 

penyelenggaraan peningkatan mutu SDM Kesehatan dapat mendukung 

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan dan Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LAMPIRAN 
 



2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Peningkatan Mutu SDM 

Kesehatan

1 Pengembangan Jabatan 

Fungsional Kesehatan

a. Penyusunan Dokumen 

Analisis dan Pemetaan 

Jabatan Fungsional Bidang 

Kesehatan

Jumlah Dokumen Analisis 

dan Pemetaan Jabatan 

Fungsional Bidang 

Kesehatan

Dokumen Hasil Analisis dan 

Pemetaan Jabatan Fungsional 

Untuk Penyempurnaan Regulasi 

dan Koordinasi Pembinaan Jabatan 

Fungsional Bidang Kesehatan

Menghitung Jumlah 

Dokumen Analisis dan 

Pemetaan Jabatan Fungsional 

Bidang Kesehatan 

         4             -             -               -             - 

b. Penyusunan Dokumen 

Pemantauan dan Evaluasi 

Jabatan Fungsional Bidang 

Kesehatan

Jumlah Dokumen 

Pemantauan dan Evaluasi 

Jabatan Fungsional Bidang 

Kesehatan

Dokumen Laporan Hasil 

Pemantauan dan Evaluasi  Jabatan 

Fungsional Bidang Kesehatan

Menghitung Jumlah 

Dokumen Pemantauan dan 

Evaluasi Jabatan Fungsional 

Bidang Kesehatan

3             -             -               -             - 

c Penyusunan/Revisi 

Rancangan Regulasi terkait 

Jabatan Fungsional 

Kesehatan  

Jumlah Rancangan Regulasi 

Jabatan Fungsional 

Kesehatan yang 

disusun/direvisi

Rancangan Regulasi Jabatan 

Fungsional Kesehatan yang 

disusun/direvisi

Menghitung Jumlah 

Rekomendasi Kebijakan 

terkait Rancangan Regulasi 

Jabatan Fungsional 

Kesehatan yang 

disusun/direvisi

          - 7 7 7 7

d. Pejabat Fungsional 

Kesehatan yang 

Tersertifikasi Kompetensi

Jumlah pejabat fungsional 

kesehatan yang tersertifikasi 

kompetensi

Pejabat Fungsional Kesehatan yang 

mengikuti proses sertifikasi 

kompetensi melalui uji kompetensi 

dan dilakukan oleh instansi 

pemerintah penyelenggara uji 

sesuai ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku

jumlah pejabat fungsional 

kesehatan yang mendapatkan 

nomor sertifikat uji 

kompetensi Jabatan 

Fungsional Kesehatan sesuai 

dengan  peraturan 

perundangan yang berlaku 

per tahun

          -    20.000   20.000      20.000    20.000 

e Pengelolaan Jabatan 

Fungsional Kesehatan

Jumlah lembaga yang 

diberikan pendampingan 

dalam pengelolaan jabatan 

fungsional kesehatan serta 

menjadi sasaran dalam 

pemantauan dan evaluasi 

jabatan fungsional kesehatan

Lembaga yang diberikan 

pendampingan dalam pengelolaan 

jabatan fungsional kesehatan serta 

menjadi sasaran dalam pemantauan 

dan evaluasi jabatan fungsional 

kesehatan

Jumlah kumulatif lembaga 

yang diberikan pendampingan 

dalam pengelolaan jabatan 

fungsional kesehatan serta 

menjadi sasaran dalam 

pemantauan dan evaluasi 

jabatan fungsional kesehatan

          - 50 100 150 200

2 Dokumen Kebijakan 

Teknis Pengembangan 

Karir dan Tata Kelola 

Sertifikasi

a. Penyusunan Dokumen 

Kebijakan Teknis 

Pengembangan Karir Tenaga 

Kesehatan

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Teknis Pengembangan Karir 

Tenaga Kesehatan

Dokumen Hasil Kebijakan Teknis 

Pengembangan Karir Tenaga 

Kesehatan

Menghitung Jumlah 

Dokumen Kebijakan Teknis 

Pengembangan Karir Tenaga 

Kesehatan

         6            -            -              -            - 

Lampiran-1

MATRIK TARGET KINERJA  RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM  KESEHATAN

TAHUN 2020-2024

No

TARGET 

(4)

BASELINE 

(2019)
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/ 

SASARAN KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN



b. Penyusunan Dokumen 

Kebijakan Teknis Tata 

Kelola Sertifikasi Bagi SDM 

Kesehatan

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Teknis Tata Kelola 

Sertifikasi Bagi SDM 

Kesehatan

Dokumen Hasil Kebijakan Teknis 

Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM 

Kesehatan

Menghitung Jumlah 

Dokumen Kebijakan Teknis 

Tata Kelola Sertifikasi Bagi 

SDM Kesehatan

         2            -            -              -            - 

c Penyusunan Kebijakan 

Teknis Pengembangan Karir

Jumlah Rancangan 

Kebijakan Bidang Kesehatan 

Terkait Pengembangan Karir 

SDM Kesehatan

Rancangan Kebijakan Bidang 

Kesehatan terkait pengembangan 

karir yang disusun/direvisi

Menghitung Jumlah 

Rekomendasi Kebijakan 

terkait Kebijakan Bidang 

Kesehatan terkait 

pengembangan karir yang 

disusun/direvisi

          -          10         10           10         10 

d. SDM Kesehatan yang 

tersertifikasi kompetensi

Jumlah SDM Kesehatan 

yang tersertifikasi 

kompetensi

SDM Kesehatan yg mengikuti 

proses sertifikasi kompetensi 

melalui uji kompetensi sesuai 

dengan  Standar kompetensi kerja 

dan dilakukan oleh lembaga 

sertifikasi 

Jumlah SDM Kesehatan yang 

mendapat sertifikat 

kompetensi dari  lembaga 

sertifikasi sesuai dengan  

peraturan perundangan yang 

berlaku per tahun

     100 250         500            700       1.000 

e Penyusunan NSPK terkait 

Tata Kelola Sertfikasi SDM 

Kesehatan

Jumlah NSPK tata Kelola 

Sertifikasi yang 

disusun/direvisi

NSPK tata Kelola Sertifikasi yang 

telah disusun/direvisi

Menghitung Jumlah NSPK 

tata Kelola Sertifikasi yang 

disusun/direvisi

          - 11           10              10            10 

f. Tata Kelola Kelembagaan 

Publik Bidang Kesehatan 

Terkait Pengembangan Karir 

SDM Kesehatan

Jumlah Lembaga 

(Fasyankes/DUDI) yang 

menerapkan Pengembangan 

Karir SDM Kesehatan

 Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang 

menerapkan Pengembangan Karir 

SDM Kesehatan

Jumlah Lembaga 

(Fasyankes/DUDI) yang 

menerapkan Pengembangan 

Karir SDM Kesehatan per 

tahun

          - 10           10              10            10 

g  Fasilitasi dan Pembinaan 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Riau

Jumlah Pemerintah Daerah 

yang difasilitasi dan 

mendapatkan Pembinaan 

Wilayah

Pemerintah Daerah yang difasilitasi 

dan mendapatkan Pembinaan 

Wilayah

Jumlah Pemerintah Daerah 

yang difasilitasi dan 

mendapatkan Pembinaan 

Wilayah

          - 1             1                1              1 

3 SDM Kesehatan Yang 

Bekerja Di Bidang 

Kesehatan Yang 

Ditingkatkan 

Kualifikasinya Melalui 

Pendidikan Berkelanjutan

a. Dokter/Dokter Gigi/Dokter 

Spesialis/Dokter Gigi 

Spesialis yang Ditingkatkan 

Kualifikasinya Melalui 

Program Bantuan Pendidikan 

Dokter Spesialis-

Subspesialis dan Dokter Gigi 

Spesialis-Subspesialis

Jumlah Dokter/Dokter 

Gigi/Dokter Spesialis/Dokter 

Gigi Spesialis yang 

Ditingkatkan Kualifikasinya 

Melalui Program Bantuan 

Pendidikan Dokter Spesialis-

Subspesialis dan Dokter Gigi 

Spesialis-Subspesialis

Dokter/Dokter Spesialis/  Dokter 

Gigi/ Dokter Gigi Spesialis Yang 

Mengikuti Pendidikan 

Berkelanjutan dan Mendapatkan 

Bantuan Biaya Pendidikan

Jumlah Peserta  Lanjutan dan 

Baru Penerima Program 

Bantuan Pendidikan Dokter 

Spesialis-Subspesialis dan 

Dokter Gigi Spesialis-

Subspesialis Per Tahun

1.900 2.160 2.480 2.884 3.285

1. Nasional (Reguler): 1.855 2.100 2.400 2.800 3.200

    a. Peserta Lanjutan 1.551 1.600     1.800       2.100      2.500 



    b. Peserta Baru 304 500 600 700 700

2. Papua-Papua Barat: 45 60 80 84 85

    a. Peserta Lanjutan 35 45          60            64           65 

    b. Peserta Baru 10 15          20            20           20 

b. SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan kompetensinya 

melalui Program Bantuan 

Fellowship Dokter Spesialis 

dan Clinical Training

Jumlah SDM Kesehatan 

yang ditingkatkan 

kompetensinya melalui 

Program Bantuan Fellowship 

Dokter Spesialis dan Clinical 

Training

SDM Kesehatan yang mengikuti 

Program Bantuan Fellowship 

Dokter Spesialis dan Clinical 

Training

Jumlah Peserta Program 

Bantuan Fellowship Dokter 

Spesialis dan Clinical 

Training

1 140 90 90 90

c. Bantuan Pendidikan Dokter 

Layanan Primer (DLP)

Jumlah Dokter Yang 

Ditingkatkan Kompetensinya 

Melalui Program Bantuan 

Pendidikan Dokter Layanan 

Primer (DLP)

Dokter yang mengikuti Program 

Bantuan  Bantuan Pendidikan 

Dokter Layanan Primer (DLP)

Jumlah Peserta Program 

Bantuan Pendidikan Dokter 

Layanan Primer (DLP)

          - 20          20            20           20 

d. SDM Kesehatan yang 

Ditingkatkan Kualifikasinya 

Melalui Program Tugas 

Belajar SDM Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan 

Yang Ditingkatkan 

Kualifikasinya Melalui 

Program Tugas Belajar SDM 

Kesehatan

SDM Kesehatan Yang Mengikuti 

Tugas Belajar Sesuai Dengan 

Ketentuan Perundangan-Undangan 

Jumlah Peserta Lanjutan dan 

Baru Penerima Program 

Bantuan Tugas Belajar 

SDMK  per Tahun 

2.099 1.645 1.805 1.759 1.658

a.  Peserta Lanjutan 2.049 459     1.305       1.376         898 

b.  Peserta Baru 50 1.186 500 383 760

e SDM Kemenkes yang 

ditingkatkan Kualifikasinya 

Melalui Program Tugas 

Belajar SDM Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan 

Kementerian Kesehatan 

Penerima Bantuan Biaya 

Pendidikan Berkelanjutan

SDM Kementerian Kesehatan 

Yang Ditingkatkan Kualifikasinya 

Melalui Program Tugas Belajar 

SDM Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan 

Kementerian Kesehatan 

Penerima Bantuan Biaya 

Pendidikan Berkelanjutan per 

tahun

          - 1.047 1.385 1.528 1.587

a.  Peserta Lanjutan 184 937 1.258 858

b.  Peserta Baru 863 448 270 729

f. Afirmasi Bantuan Biaya 

Pendidikan Dokter pada 

DTPK dan Daerah 

Bermasalah Kesehatan

Jumlah Dokter penerima 

afirmasi bantuan biaya 

pendidikan pada DTPK dan 

Daerah Bermasalah 

Kesehatan

Jumlah Peserta Lanjutan dan 

Baru Penerima Program 

Afirmasi Bantuan Biaya 

Pendidikan Dokter pada 

DTPK dan Daerah 

Bermasalah Kesehatan  per 

Tahun 

          - 8 33 63 98

a.  Peserta Lanjutan 8 33 63

b.  Peserta Baru 8 25 30 35



g Program Bantuan Partial 

Funding Pendidikan Dokter 

Spesialis dan Dokter Gigi 

Spesialis

Jumlah dokter/dokter Gigi 

Penerima Program Bantuan 

Partial Funding PDS dan 

PDGS

Dokter/dokter Gigi yang mengikuti 

pendidikan spesialis Penerima 

Program Bantuan Partial Funding 

PDS dan PDGS

Jumlah Peserta Lanjutan dan 

Baru Penerima Program 

Bantuan Partial Funding 

Pendidikan Dokter Spesialis 

dan Dokter Gigi Spesialis  

per Tahun 

          - 57 117 125 135

a.  Peserta Lanjutan 57 60 65

b.  Peserta Baru 57 60 65 70

h Penyusunan Regulasi Terkait 

Program Bantuan Pendidikan 

Bagi Peserta Afirmasi 

Dokter pada DTPK dan 

Daerah Bermasalah 

Kesehatan

Jumlah Rancangan Regulasi 

terkait Afirmasi Bantuan 

Biaya Pesera Afirmasi 

Dokter pada DTPK dan 

Daerah Bermasalah 

Kesehatan

Rancangan Regulasi terkait 

Afirmasi Bantuan Biaya Pesera 

Afirmasi Dokter pada DTPK dan 

Daerah Bermasalah Kesehatan yag 

telah disusun

Jumlah Rancangan Regulasi 

terkait Afirmasi Bantuan 

Biaya Pesera Afirmasi Dokter 

pada DTPK dan Daerah 

Bermasalah Kesehatan

          - 2             -               -             - 

4 Dukungan Manajemen 

Pusat Peningkatan Mutu 

SDMK

a. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Program 

Anggaran dan Evaluasi 

Pelaporan

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Program 

Anggaran dan Evaluasi 

Pelaporan

Dokumen Perencanaan, Program 

Anggaran dan Evaluasi Pelaporan

Menghitung Jumlah 

Dokumen Perencanaan, 

Program Anggaran dan 

Evaluasi Pelaporan

3 3 3 3 3

b. Penyusunan Dokumen 

Pengelolaan Keuangan dan 

BMN

Jumlah Dokumen 

Pengelolaan Keuangan dan 

BMN

Dokumen Pengelolaan Keuangan 

dan BMN

Menghitung Jumlah 

Dokumen Pengelolaan 

Keuangan dan BMN

2 2 2 2 2

c. Penyusunan Dokumen 

Kepegawaian dan 

Ketatausahaan

Jumlah Dokumen 

Kepegawaian dan 

Ketatausahaan

Dokumen Kepegawaian dan 

Ketatausahaan

Menghitung Jumlah 

Dokumen Kepegawaian dan 

Ketatausahaan

2 2 2 2 2



2020 2021 2022 2023 2024

Program Peningkatan Mutu 

SDM Kesehatan

Prioritas Nasional Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan 

Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan 

Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

1.900 2.160 2.480 2.884 3.285

Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan 

Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler

a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler 1.855 2.100 2.400 2.800 3.200

b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS

c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS

d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS

e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 

f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis

g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS

Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan 

Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat

a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat 45 60 80 84 85

b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II

Prioritas KL Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM 

Kesehatan

2.099 1.685 1.805 1.759 1.658

a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler 2.099 1.685 1.805 1.759 1.658

b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK

d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK

e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK

f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK

Prioritas KL Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas 

Belajar SDM Kesehatan

1.068 1.385 1.528 1.578

a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler 1.068 1.385 1.528 1.578

Prioritas KL Jumlah Dokter penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan pada DTPK dan Daerah Bermasalah 

Kesehatan

8 33 63 98

a. Bantuan pendidikan Bagi Peserta Afirmasi 8 33 63 98

b. Rekrutmen Peserta Calon Peserta Afirmasi

Prioritas KL Jumlah dokter/dokter Gigi Penerima Program Bantuan Partial Funding PDS dan PDGS 57

a.Program Bantuan Partial Funding 57 117 125 135

b. Rekrutmen Peserta Program Partial Funding

Prioritas KL Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi 100 20.250              20.500             20.700             21.000 

SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi 100 250 500 700 1.000

Lampiran-2

Program/Kegiatan/Output
Prioritas Nasional/ 

Prioritas KL

MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KL

TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output

Target  2020-2024 



a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan

b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri

c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan

d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan

e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

f. Kesekretariatan LSP Kesehatan

g. Pengembangan Asesor Kompetensi

h. Pengembangan Materi Uji dan Soal Sertifikasi Kompetensi

i. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi

Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi 0 20.000 20.000 20.000 20.000

a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Prioritas KL Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan 1 140                     90                    90                    90 

a. Bantuan Biaya Fellowship 1 140                     90                    90                    90 

b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship

c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship

d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship

Prioritas KL Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) 0 20 20 20 20

a. Bantuan Pendidikan DLP 0 20 20 20 20

b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP

Prioritas KL Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi 7

a. Manajemen dan Integrasi Data

b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan

c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional 7

d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan

h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Prioritas KL Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi 8

Kebijakan Teknis Pengembangan Karir 

a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan 3

b. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan 3

Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan 1

b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan 1

Prioritas KL Kebijakan Bidang Kesehatan 19

Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM 

Kesehatan

10                     10                    10                    10 

a. Peyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan

b. Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

c. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

d. Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan



Jumlah Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi 7                       7                      7                      7 

a. Penyusunan/Revisi PermenPAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan

b. Penyusunan / Revisi Regulasi Juknis/Juklak/Permenkes terkai Jabatan Fungsional Kesehatan

c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsionall Kesehatan

d. Fasilitasi Penetapan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan

e. Standarisasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Fasyankes

Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Pesera Afirmasi Dokter pada 

DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan

2

a. Persiapan Penyusunan Regulasi terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi

b. Penyusunan Regulasi terkait program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi

Prioritas KL Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi 11                     10                    10                    10 

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bagi SDM Kesehatan

b. Penyusunan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan

c. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan

Prioritas KL Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan 60 110 160 210

Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan 10                     10                    10                    10 

a. Uji Coba Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan

b.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan

Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional 

kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional 

kesehatan

50                   100                  150                  200 

a. Manajemen dan Integrasi data

b. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan

c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

d. Kesekretariatan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

e. Koordinasi Pengeloaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Prioritas KL Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah 1 1                       1                      1                      1 

a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Prioritas KL Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1                       1                      1                      1 

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Prioritas KL Layanan Dukungan Manajemen satker 1 1                       1                      1                      1 

a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

d. Pengelolaan kepegawaian

e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Prioritas KL Layanan Perkantoran 1 1                       1                      1                      1 

a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 1                       1                      1                      1 



2020 2021 2022 2023 2024

Program Peningkatan Mutu 

SDM Kesehatan

Prioritas Nasional Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan 

Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan 

Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

114.074,15 137.783,16 155.039,39 180.076,64 204.855,91

Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan 

Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler

111.684,65 131.980,27 148.159,58 172.852,84 197.546,11

a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler

b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS

c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS

d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS

e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 

f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis

g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS

Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan 

Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat

2.389,50 5.802,89 6.879,81 7.223,80 7.309,80

a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat

b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II

Prioritas KL Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar 

SDM Kesehatan

93.300,74 58.402,75 74.965,06 70.793,42 63.987,92

a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler 56.248,55 71.037,35 68.545,50 61.740,00

b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan 1.027,35 1.027,35 1.027,35

c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 498,65 624,55 624,55 624,55

d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 1.625,49 382,92 1.137,89

e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 135,45 0,00 0,00

f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 154,25 213,10 213,10 213,10

g. Kesekretariatan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan 928,55

h.Rekonsiliasi dan Koordinasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 572,75

Prioritas KL Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program 

Tugas Belajar SDM Kesehatan

47.137,75 61.859,70 56.137,50 58.928,65

a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler 47.137,75 61.859,70 57.450,25 58.928,65

Prioritas KL Jumlah Dokter penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan pada DTPK dan Daerah 

Bermasalah Kesehatan

951,21 1.942,05 3.707,55 5.178,80

a. Bantuan pendidikan Bagi Peserta Afirmasi 632,01

b. Rekrutmen Peserta Calon Peserta Afirmasi 319,20

Prioritas KL Jumlah dokter/dokter Gigi Penerima Program Bantuan Partial Funding PDS dan PDGS 5.765,40 7.487,80 7.999,80 8.639,80

Lampiran-3

MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan/Output
Prioritas Nasional/ 

Prioritas KL
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output

Alokasi 2020-2024 (Jutaan Rupiah)



a.Program Bantuan Partial Funding 4.984,00

b. Rekrutmen Peserta Program Partial Funding 583,09

c.Koordinasi Program Lintas Program dan Lintas Sektor 198,31

Prioritas KL Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi 1208,00 4629,01 5436,59 8679,15 9803,40

SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi 1208,00 2071,29 2822,17 5934,00 6921,00

a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan 171,15 549,00 1,01 1,55 2,10

b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri 133,55 - - - -

c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan 795,28 - - - -

d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan 108,03 - - - -

e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri - 341,00 941,00 1,04 1,14

f. Kesekretariatan LSP Kesehatan - 1,29 960,00 1,06 1,16

g. Pengembangan Asesor Kompetensi - 624,00 1,16 1,28 1,41

h. Pengembangan Materi Uji dan Soal Sertifikasi Kompetensi - 378,00 637,00 700,00 770,00

i. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi - 178,00 282,00 310,00 341,00

Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi 2557,72 2614,42 2745,15 2882,40

a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 218,47 233,47 245,15 257,40

b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 2339,25 2380,95 2500,00 2625,00

Prioritas KL Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan 300,18 6879,52 4247,80 4247,80 4247,80

a. Bantuan Biaya Fellowship 5.956,00

b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship 335,02

c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship 429,70

d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship 158,80

Prioritas KL Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) 1.242,00 1.242,00 1.242,00

a. Bantuan Pendidikan DLP

b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP

Prioritas KL Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi 3.393,81

a. Manajemen dan Integrasi Data

b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan

c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional

d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan

h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Prioritas KL Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi 1.329,11

Kebijakan Teknis Pengembangan Karir 962,71

a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan 388,28

b. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan 574,44

Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi



a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan 179,84

b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan 186,56

Prioritas KL Kebijakan Bidang Kesehatan 5174,28 5394,34 5290,83 5730,42

Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM 

Kesehatan

3484,54 3689,60 3500,86 3850,95

a. Peyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan 1292,83 1083,60 1191,96 1311,16

b. Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan 484,80 507,00 - -

c. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan 832,35 1221,00 1343,10 1477,41

d. Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan 874,57 878,00 965,80 1062,38

Jumlah Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disusun/direvisi 1689,74 1704,74 1789,97 1879,47

a. Penyusunan/Revisi PermenPAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan 786,29                   801,285                  841,349                883,417 

b. Penyusunan / Revisi Regulasi Juknis/Juklak/Permenkes terkai Jabatan Fungsional Kesehatan 262,90                   262,900                  276,045                289,847 

c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsionall Kesehatan 152,25                   152,250                  159,863                167,856 

d. Fasilitasi Penetapan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan 306,25                   306,250                  321,563                337,641 

e. Standarisasi Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan di Fasyankes 182,05                   182,050                  191,153                200,710 

Jumlah Rancangan Regulasi terkait Afirmasi Bantuan Biaya Pesera Afirmasi Dokter pada 669,05

a. Persiapan Penyusunan Regulasi terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi 406,95

b. Penyusunan Regulasi terkait program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi 262,10

Prioritas KL Jumlah NSPK tata Kelola Sertifikasi yang disusun/direvisi 836,00 1.147,00 1.257,00 1.382,00

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bagi SDM Kesehatan 250,00 640,00 700,00 770,00

b. Penyusunan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan 366,00 507,00 557,00 612,00

c. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan 220,00 -

Prioritas KL Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan 843,04 3.574 3.795 4.031

Jumlah Lembaga (Fasyankes/DUDI) yang menerapkan Pengembangan Karir SDM Kesehatan 843,04 843,04 927,34 1.020,08

a. Uji Coba Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan - 545,34 545,34 599,87 659,86

b.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengembangan Karir SDM Kesehatan - 297,70 297,70 327,47 360,22

Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional 

kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional 

kesehatan

2.731,33 2.867,90 3.011,29

a. Manajemen dan Integrasi data                   614,250                  644,963                677,211 

b. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan                   400,800                  420,840                441,882 

c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional                   538,375                  565,294                593,558 

d. Kesekretariatan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan                   643,634                  675,816                709,606 

e. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan                   534,273                  560,987                589,036 

Prioritas KL Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan mendapatkan Pembinaan Wilayah 785,21 800,00 850,00 900,00

a. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau 785,21 800,00 850,00 900,00

Prioritas KL Layanan Sarana dan Prasarana Internal 95 336,00 543,60 543,60 543,60

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Prioritas KL Layanan Dukungan Manajemen satker 1.813,82 2.411,37 2461,97 2585,07 2714,32

a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

d. Pengelolaan kepegawaian

e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Prioritas KL Layanan Perkantoran 1.890,61 1.914,56 2.012,90 2113,54 2219,22

a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

217.405 273.849 326.913 348.077 373.163


